BUPATI GAYO LUES
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PERATURAN BUPATI GA D LUES
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN I'" NDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES

TAHUN ANGGARAN 2024
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI GAYO LUES,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Qanun Kabupaten Gayo

Lues Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2024, Bupati Gayo Lues menetapkan
Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun
Anggaran 2024; m

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran
2024.

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4179);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republ Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44210);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2("73 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 504 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indone: 1 Tahun 2017 Nomor 31);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6883);



21. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Prioritas dan Plafon Anggaran Seme ara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan Kkerja
perangkat daerah.

23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau
lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

25. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah
peraturan Bupati Gayo Lues.

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024
terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Daerah dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp.834.096.645.936

b. Belanja Daerah Rp.844.783.770.595
Surplus/Defisit Rp.(10.687.124.659)
c. Pembiayaan Daerah
1) Penerimaan Rp. 11.687.124.659
2) Pengeluaran Rp. 1.000.000.000
Pembiayaan Netto Rp. 10.687.124.659
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0

Tahun Berkenaan (SILPA)

Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.834.096.645.936
(Delapan Ratus Tiga Puluh " mnpat Milyar Sembilan Puluh Enam Juta
Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam
Rupiah) yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli;
b. Pendapatan transfer; dan
c. ain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp.57.829.810.502 (Lima Puluh
Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan
Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.




(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 4.530.726.000 (Empat Milyar Lima
Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.44.070.329.591 (Empat Puluh Empat
Milyar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima
Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.4.563.729.067 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta
Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.665.025.844
(Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima
Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp.776.266.835.434 (Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.733.332.733.371
(Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta
Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu
Rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.934.102.063 (Empat
Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus
Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 6
Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah Tahun 2024 adalah Nol dikarenakan Dana Hibah BOS sudah masuk
pada DAK Non Fisik pada Pendapatan Transfer.

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp.844.783.770.595 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh
Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima
Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer;

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp.573.167.473.313 (Lima Ratus
Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat
Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;————J
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c. Belanja Subsidi;
d. Belanja hibah; dan
e. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.300.785.071.211 (Tiga Ratus Milyar
Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua
Ratus Sebelas Rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.217.250.427.553 (Dua Ratus
Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua
Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.478.400.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh
Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.48.448.592.283 (Empat Puluh Delapan
Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus
Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp.6.204.982.266 (Enam Milyar Dua Ratus
Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus
Enam Puluh Enam Rupiah).

Pa ~~

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp.109.521.758.782 (Seratus
Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima
Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang
terdiri atas:

Belanja Modal Tanah;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan

Belanja Aset Tetap Lainnya.

o oe

e

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.291.138.032 (Tiga
Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga
Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.931.988.070
(Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan
Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jarir in dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.81.458.242.356
(Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta
Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam
Rupiah).

Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.1.540.390.324 (Satu Milyar Lima
Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus
Dua Puluh Empat Rupiah).




Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000 (Enam milyar rupiah), yang terdiri
atas belanja tidak terduga.
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Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp.156.094.538.500 (Seratus Lima
Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga
Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.1.077.872.600 (Satu Milyar Tujuh Puluh
Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus
Rupiah).

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.155.016.665.900 (Seratus Lima
Puluh Lima Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima
Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan;
b. Pengeluaran pembiayaan.

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.687.124.659 (Sebelas
Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh
Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu
Milyar Rupiah).

Pasal 13
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) direncanakan sebesar F .11.687.124.659 (Sebelas Milyar
Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat
Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
Pencairan dana cadangan;
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
Penerimaan pinjaman daerah;
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

o a0 o

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.11.687.124.659 (Sebelas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta
Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Hasil penjualan kekayaan daer: yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol
Rupiah).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
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Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.0,00 (Noll piah).

Pasal 14
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah),
yang terdiri atas:
Pembentukan dana cadangan;
Penyertaan modal daerah pada BUMD;
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
Pemberian pinjaman daerah;
Pengeluaran pembiayaan lainny sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah).

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol
Rupiah).

Pemberian pinjaman daerah sebagai ana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

ono o

Pasal 15

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar
Rp.(10.687.124.659) (Minus Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan
Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima
Puluh Sembilan Rupiah).

Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan
terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.10.687.124.659 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh
Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh
Sembilan Rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk eperluan mendesak, maka dengan
peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2024.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana « naksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat

wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau
masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Angggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini terdiri dari:

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Subkegiatan Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek
Pendaptan, Belanja, Dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran
Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran
Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran
Bantuan Keuangan Bers 1t Umum Dan Bersifat Khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran
Belanja Bagihasil,

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Subkegiatan Kelompok Jenis, Objek Dan Rincian Objek Dan
Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gasalam / Tambahan DBH Minyak Dan Gas
Bumi Menuruturusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis,
Objek, Dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/
Kota Pada Daerah Perbatasan Rancangan Qanun Tentang
Apbk Dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran Apbk
Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Rekapitulasi Dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan
berdasarkan sumber dana; dan

Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang Dan
Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).































































